BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami
perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyakarat itu sendiri.
Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Kudus yang merupakan suatu Kabupaten
yang agamis, kota wali, aman, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui
banyaknya pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Kudus. Akan
tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan maraknya
pengedaran dan penjual minuman alkhol arak putih/putihan dikalangan
masyarakat.

Perkembangan dunia semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi
yang memaksa manusia untuk berfikir dan merubah kehidupan untuk mengikuti
perekonomian global. Globalisasi menyebabkan seluruh Negara maju bersaing
untuk membentuk perekonomian yang maju. Masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan hidup, saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi hajat ekonomi
mereka. Hal ini memicu masyarakat berpikir cepat untuk mendapatkan uang
secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang
dilakukan adalah dengan cara berdagang atau berjualan, melalui perdagangan
masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari barang/jasa yang ditawarkan.

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia. Alkohol
jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit. Penyakit

tersebut diantaranya adalah lever membengkak, kerusakan otak, penurunan fungsi



indra, cacat pada janin, terkena kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, berefek
negatif terhadap hormon, dan over dosis. Maraknya peredaran minuman keras
yang kerap tak terkendali di masyarakat mengharuskan adanya perhatian khusus
terutama aspek hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya,
fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual
barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin
berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB),
ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi.
Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan
pintas dan tidak menghiraukan undang — undang atau ketentuan yang ada .

Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan
mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos,
bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur
pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu
masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat. Adanya fenomena
tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat
kabupaten Kudus. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman keras tidak asing bagi
masyarakat.

Kabupaten Kudus sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun
2005 tentang Pelaksana Perarturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun
2004 tentang minuman beralkhol nol persen belum optimal. Di sejumlah tempat

masih dijumpai penjual-penjual minuman keras yang beroperasi secara sembunyi-



sembunyi. untuk mengawasi dan mengontrol peredaran minuman keras ilegal di
wilayah Kabupaten Kudus Banyak sekali penjual nakal dengan berani menjual
minuman keras dengan berbagai macam merk.

Penjual maupun pengedar minuman Kkeras ini merasa tidak takut akan
adanya ancaman hukuman seperti yang tertera Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2004 tentang Minuman Berlakhohol ini. Satuan polisi pamong praja (Satpol PP)
dan pihak kepolisian juga telah berusaha untuk mengatasinya dengan menangkap
bahkan memberantas peredaran miras ilegal tersebut sesuai dengan aturan dalam
melakukan tindakan. Kegiatan ini dilakukan agar terciptanya Kabupaten Kudus
yang tertib dari peredaran minuman keras.

Kasus tindak pidana barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan,
menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan
nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya
pelaku usha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak memasang label, pelaku usaha
pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan
olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan
dalam kemasan eceran, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan yang dibeerikan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 204 (1)
KUHP Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) hurug g, i Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang pelindungan konsumen, Pasal 142 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2012 Tentang pangan, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan yang terjadi pada hari senin tanggal 16 April 2018 di gydang



tempat produksi minuman alkohol jenis arak putih yang beralamat Desa
Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus .

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya
dalam bentuk tesis dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN
MENJUAL “MINUMAN” ALKOHOL ARAK PUTIH/PUTIHAN” DI

WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS.

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan™ di
wilayah Polres Kudus ?

2. Bagaimanakah pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan” di
wilayah Polres Kudus ?

3. Bagaimanakah pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan”yang

akan datang dalam pembaharuan pidana Indonesia?



C.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan” di
wilayah Polres Kudus.

Untuk menganalisis pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak putih/putihan”
di wilayah Polres Kudus

Untuk menganalisis pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana  memproduksi dan menjual “minuman alkohol arak

putih/putihan”yang akan datang dalam pembaharuan pidana Indonesia.

Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan
IImu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun
secara
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat,
memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia,

khususnya mengenai tindak pidana memproduksi minuman alkhol.



E.

Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual adalah suatu model yang bagaimana
hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui
dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi
umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan
yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela
oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya
atas perbuatan yang dilakukan.  Dengan mempertanggungjawabkan
perbuatan yang tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si
pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu
dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak
dipidana.
1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh
masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk
adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang
dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu
yang  dinyatakan  sebagai  pembuat suatu  tindak  pidana.
Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan
secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau

tindak pidana.



Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat
bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan
yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada
alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka
hanya seseorang Yyang mampu bertanggung jawab yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal dipidananya seseorang
yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah
dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang
yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan
dipidana.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan
bertanggungjawab  seseorang terhadap kesalahan. Setiap  orang
bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang
menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan
pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang
harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan
oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum
dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas
yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan

tidak adanya alasan pemaatf.



Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut
yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang
selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung
jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau
ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan
tidak langsung.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak
pidanaakan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam
pembicaraan tentang hukum berbagai definisi atau batasan pengertian
tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori
maupun menurut peraturan perundang-undang. Pembahasan tentang unsur-
unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan
tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-
syarat pemidanaan. Untuk menunjukan pada perbuatan yang dilarang atau
diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah

1) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno
mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar
larangan tersebut”;

2) E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat

untuk adanya pidana;



3) Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan,
pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lajim/ resmi
olen pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam
berbagai peraturan perundang-undang, dan, kedua secara sosialogis
istilah tindak pidana telah diterima secara luas didalam masyarkat
yang berarti telah mempunyai keberlakuan (sociologische gelding)
dan:

4) D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (strafbaar feit)
yaitu,tindakan melanggar hukum vyang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggung jawabkan atas tindakan dan yang oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suat tindakan yang dapat dihukum.

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian
dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai
pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah
dualistis.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana
tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggung jawaban pidana atau
kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah
dilakukan tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau

penjatuhan pidana.



3. Pengertian Minuman Keras
Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etano
ladalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan
kesadaran. Di Dberbagi Negara, penjualan minuman keras beralkohol
dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah
melewati bata susia tertentu.

Alkohol adalahzat yang paling sering disalah gunakan manusia,
alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-
umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi
dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadaral kohol yang
lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum
dicapai 30-90 menit.Setelahdiserap, alkohol/etanol disebar luaskan
kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol
dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya
orang tersebut menjadi depresi.

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap
Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara
berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio cultural, pola religious, kekuata
nekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap Negara.

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu
alkohol di Negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru
meningkat pada Negara-negara berkembang. World Health Organization

(WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia
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mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di
setiap Negara. Di amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang
mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu

dari kalangan wanita.

Kerangka Teoritis
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum (law enforcment) berperan penting dan
sangatdibutuhkandidalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang
berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah
upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan
sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki
harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu.
a. Landasan ajaran atau faham agama.
b. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
c. Landasan kebiasaan atau traktat.
d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.
Penegakan hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.
Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan
proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata
dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk

mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum,
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adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan
dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan pada
acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen
struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di
terapkan  penegakan  hukum  tersebut jika hanya Peraturan
PerundangUndangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih
yang berintegritas tinggi dan profesional,maka dengan itu penegakan
hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik
jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur
penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan
integritasnya.

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. terletak
pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak
pada sisi faktor tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi
kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam
rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi
yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana
maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang
lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan
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pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang
akan datang.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban
dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang
didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai
proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam
rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum
pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga
konsep, yaitu sebagai berikut :

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement
concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang
norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement
concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan
hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan
individual.

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang
muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum

karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan
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saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas
perundangundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap
orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada
hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat
dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur
dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau
hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan
nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan
serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan

dasardasar dan aturan-aturan untuk:
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1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan;

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar
larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu
pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat
peraturanperaturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap
pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan
kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam
hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia
menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang
mengandung  norma-norma  baru, melainkan  hanya  mengatur
pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma
hukum mengenai kepentingan umum.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur

atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.

Beberapa aspek tersebut yaitu Lembaga Pembuat Hukum (Law Making
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Institution), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang peran (Rule Occupant)
serta Kekuatan Sosietal Personal (Societal Personal Force), Budaya
Hukum serta Unsur — Unsur umpan balik (Feed Back) dari proses
bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan
penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu
proses mewujudkan tujuan — tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun
demikian penegakan hukum dinilai masih lemah. Lemahnya penegakan
hukum ini terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum,
demikian pula kewibawaan aparat penegak hukumyang semakin merosot
sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide — ide dan konsep — konsep menjadi
kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan — keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai
keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran — pikiran pembuat
undang — undang yang dirumuskan dalam peraturan — peraturan hukum
itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula
sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang —
undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
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G.

Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk
memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian
dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau
kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada
hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia
dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan,
termasuk dialamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan
sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistimatika, dan
pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematik dan
konsisten. Metodelogis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu.
Sistematik adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan
sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari,
menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan.
Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris.
Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang
berkaitan dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan
untuk mengalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang
berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan
berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
2. Spesifikasi Penelitian
Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis
gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan
atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara
fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.
Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk
mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
3. Jenis dan Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
Yuridis Empiris/Sosiologis, Data primer diperoleh langsung dari lapangan,
data sekunder diperolrh dari kepustakaan, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer
b. Bahan Hukum Sekunder
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Huku Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri

dari
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h.

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal

ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau

ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum piadana.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopidia

kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya

pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada

jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data
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primer, sekunder dan tersier yang diperolen melalui studi kepustakaan
maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, lapangan, observasi, wawancara, serta
quisionerpenulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam
penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara
purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan
biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah
besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan
melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-
sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek
yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan
teliti melalui studi pendahuluan. Responden yang menjadi sumber dalam
penelitian ini adalah :

a. Penyidik Polres Kudus

b. Kejaksaan Kudus

c. Pengadilan Kudus

d. Tokoh masyarakat

e. Pelaku

5. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang

diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan
kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data
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tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori
maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif
ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah
sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Manfaat Penelitian, Konseptual,
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep.
Kerangka teori meliputi Tinjauan umum pengertian pertanggungjawaban
pidana, tindak pidana, alkohol.
BAB 11l PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang
ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol
arak putih/putihan” di wilayah Polres Kudus, pertangungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol
arak putih/putihan” di wilayah Polres Kudus dan pertangungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan menjual “minuman alkohol

arak putih/putihan”yang akan datang dalam pembaharuan pidana Indonesia.
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BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan
kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan

saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

22



